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Dari Regulasi ke Realitas: Menjembatani

Kesenjangan Implementasi Good Agricultural
Practices (GAP) di ASEAN

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

1) Disparitas kinerja pertanian ASEAN lebih ditentukan oleh kesenjangan implementasi Good Agricultural
Practices dibandingkan keberadaan regulasi formal. Perbedaan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber
daya manusia petani, dan efektivitas penyuluhan menyebabkan adopsi GAP bersifat parsial dan tidak
berkelanjutan di banyak negara.

2) Integrasi perdagangan pertanian ASEAN berlangsung lebih cepat daripada kesiapan sistem produksi
domestik. Lemahnya keterkaitan GAP dengan kebijakan hilirisasi dan insentif pasar menyebabkan
peningkatan ekspor tidak selalu diikuti peningkatan efisiensi teknis maupun kesejahteraan petani.

3) Ketidaksinkronan antara GAP dan kebijakan lingkungan melemahkan pencapaian efisiensi lingkungan.
Keterbatasan pengawasan lapang serta sistem monitoring dan pelaporan emisi membuat praktik
budidaya tidak berkelanjutan sulit dikendalikan meskipun komitmen iklim telah diadopsi secara formal.

Ringkasan

Disparitas implementasi Good Agricultural Practices (GAP) di kawasan ASEAN mencerminkan perbedaan
mendasar dalam kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia petani, serta kesiapan sistem produksi
domestik antar negara anggota. Meskipun hampir seluruh negara ASEAN telah mengadopsi standar GAP
secara formal, efektivitas implementasinya sangat bervariasi dan umumnya bersifat parsial, terutama di
negara berpendapatan rendah hingga menengah bawah. Kesenjangan ini menyebabkan GAP belum berfungsi
sebagai instrumen transformasi produktivitas dan efisiensi sektoral secara merata. Di sisi lain, integrasi
perdagangan pertanian dan ekspansi ekspor berlangsung lebih cepat dibandingkan penguatan fondasi
produksi domestik. Ketidakterpaduan antara GAP, kebijakan input produksi, pengawasan lapang, serta
hilirisasi menyebabkan peningkatan perdagangan tidak selalu diikuti oleh peningkatan efisiensi teknis dan
efisiensi lingkungan. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut justru memicu inefisiensi penggunaan input dan
degradasi lingkungan. Policy brief ini menekankan bahwa harmonisasi standar GAP di tingkat regional perlu
disertai dengan penguatan kapasitas implementasi nasional, integrasi insentif pasar, serta sinkronisasi dengan
kebijakan lingkungan agar GAP dapat berkontribusi nyata terhadap kinerja pertanian ASEAN yang
berkelanjutan

Kata kunci: ASEAN, disparitas kebijakan, efisiensi pertanian, good agricultural practices, integrasi perdagangan
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Pendahuluan

Good Agricultural Practices (GAP) telah
menjadi pilar utama kebijakan pertanian di
kawasan ASEAN dalam upaya meningkatkan
produktivitas, daya saing, serta keberlanjutan
lingkungan. Hampir seluruh negara anggota telah
mengadopsi kerangka regulasi GAP secara formal,
sejalan dengan tuntutan keamanan pangan,
standar perdagangan internasional, dan komitmen
keberlanjutan sektor pertanian. Namun demikian,
keseragaman regulasi tersebut tidak tercermin
secara proporsional dalam kinerja sektor pertanian
antar negara ASEAN. Variasi efisiensi teknis,
efisiensi lingkungan, serta daya saing komoditas
menunjukkan bahwa tantangan utama tidak
terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan
kesenjangan implementasi kebijakan di tingkat
nasional dan lapangan.

Disparitas implementasi GAP di ASEAN
dipengaruhi oleh heterogenitas tingkat
pembangunan ekonomi, kapasitas kelembagaan,
kualitas sumber daya manusia petani, serta
karakteristik geografis antar negara anggota
(Danendra et al. 2025). Negara dengan basis fiskal
dan kelembagaan yang lebih kuat, seperti Malaysia
dan Thailand, mampu mengintegrasikan GAP
dengan sistem penyuluhan, sertifikasi, serta insentif
pasar, sehingga berkontribusi langsung pada
peningkatan daya saing pertanian. Sebaliknya, di
negara berpendapatan rendah hingga menengah
bawah seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar,
penerapan GAP masih bersifat parsial, berbasis
proyek, dan menghadapi kendala serius dalam hal
kapasitas implementasi (Rahayu et al. 2024; Hapsari
et al. 2025).

Kesenjangan implementasi ini diperparah
oleh ketidaksinkronan antara GAP dengan
kebijakan input produksi, pengawasan lapang, serta
kebijakan perdagangan dan hilirisasi. Keterbatasan
subsidi pupuk yang tepat sasaran, lemahnya
pengawasan lapang akibat kendala geografis, serta
minimnya integrasi GAP dengan rantai nilai dan
industri pengolahan menyebabkan peningkatan
ekspor pertanian tidak selalu diikuti oleh

peningkatan efisiensi teknis maupun kesejahteraan
petani (Villegas dan Mendoza 2015; Nie et al. 2022;
Saadah 2020; Yoshida 2022). Dalam konteks ini,
integrasi perdagangan justru berpotensi
memperbesar kebocoran nilai dan ketergantungan
pada pasar eksternal bernilai tambah tinggi

(Trakem dan Fan 2024; Hara 2025).

Dari perspektif lingkungan, meskipun sektor
pertanian telah dimasukkan dalam komitmen iklim
nasional melalui Nationally Determined
Contributions (NDC'’s), kualitas sistem monitoring,
reporting, and verification (MRV) serta integrasinya
dengan praktik GAP masih sangat timpang antar
negara ASEAN (FAO 2022). Ketidakterpaduan
tersebut menyebabkan kebijakan mitigasi emisi
belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik
budidaya, sehingga berdampak pada rendahnya
efisiensi lingkungan sektor pertanian. Sejalan
dengan literatur, integrasi perdagangan pertanian
tanpa kesiapan institusional dan implementasi
kebijakan yang memadai berisiko meningkatkan
tekanan lingkungan dan memperlebar kesenjangan

produktivitas antar negara (Anwar et al. 2024).

Hal tersebut menegaskan bahwa tantangan
utama GAP di ASEAN bukan pada aspek regulasi,
melainkan pada kemampuan menjembatani
kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas
implementasi. Tanpa penguatan kapasitas nasional
dan sinkronisasi lintas kebijakan, GAP berisiko
menjadi standar administratif yang tidak efektif
dalam mendorong transformasi efisiensi pertanian
regional.

Standar yang Sama, Kapasitas
Implementasi yang Berbeda

Hampir seluruh negara ASEAN telah
mengadopsi Good Agricultural Practices (GAP)
sebagai standar formal dalam kebijakan pertanian
nasional. Namun, keseragaman regulasi tersebut
tidak menghasilkan kinerja sektoral yang seragam.
Perbedaan tingkat pembangunan ekonomi,
kapasitas fiskal, dan kekuatan kelembagaan
menyebabkan implementasi GAP berjalan sangat
heterogen antar negara anggota (Danendra et al.
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2025). Negara dengan basis industri dan sistem
administrasi yang relatif kuat, seperti Malaysia dan
Thailand, mampu mengintegrasikan GAP dengan
sistem penyuluhan, sertifikasi, serta strategi
pemasaran. Sebaliknya, di negara berpendapatan
rendah hingga menengah bawah seperti Laos,
Kamboja, dan Myanmar, GAP masih bersifat parsial

dan berbasis proyek.

Fakta ini menunjukkan bahwa tantangan
utama GAP di ASEAN bukan pada desain regulasi,

melainkan pada kemampuan negara dalam

menerjemahkan standar ke dalam praktik produksi.

GAP kerap berfungsi sebagai persyaratan
administratif, bukan sebagai instrumen
transformasi  produktivitas.  Dari  perspektif

kebijakan, kondisi ini mengindikasikan perlunya
pendekatan diferensial dalam harmonisasi GAP di

tingkat regional, dengan mempertimbangkan

kapasitas implementasi nasional.

GAP, Petani Kecil, dan
Kesenjangan Kapasitas Sumber
Daya Manusia

Adopsi GAP sangat ditentukan oleh kualitas
sumber daya manusia petani dan efektivitas sistem
Standar GAP menuntut
kemampuan pencatatan usaha tani, pemahaman

penyuluhan nasional.

teknis penggunaan input, serta kesadaran terhadap
aspek lingkungan, yang tidak mudah dipenuhi oleh
petani kecil dengan tingkat pendidikan rendah
(Rahayu et al. 2024; Hapsari et al. 2025). Di banyak
negara ASEAN, keterbatasan jumlah dan jangkauan
penyuluh memperlemah proses pendampingan
yang berkelanjutan.

Tabel 1 Identifikasi ketimpangan dalam implementasi beberapa kebijakan secara fungsional dan

struktural sektor pertanian Kawasan ASEAN

Negara A B C D E F G H
Brunei Darussalam A v X v A A X A
Kamboja v v A v A A X A
Indonesia v v v v A v v v
Laos A v v v X A X A
Malaysia v v A v v v v v
Myanmar A v X A X A X v
Filipina v v A v A v v v
Singapura v v X v v v v v
Thailand v v A v v v v v
Vietnam v v A v A v v v
Sumber: Data hasil olahan penulis
Keterangan:

A: Tingkat adopsi GAP (national GAP)
B: Registrasi dan mutu pupuk

C: Program regulasi/subsidi pupuk

D: Panduan Nutrisi dan Tanah

E: Pengawasan Lapang

F: Kebijakan Perdagangan dan Hilirisasi
G: Program Hilirisasi Aktif

v': Sudah diimplementasikan penuh, ada kendala minor
A\: Sebagian diimplementasikan/data terbatas
X: Belum diimplementasikan/ regulasi belum ada

H: Kebijakan Lingkungan (AFOLU/Emisi) dan Climate Smart Agriculture
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Kondisi tersebut menjelaskan mengapa GAP
di negara seperti Laos dan Myanmar masih
terkonsentrasi pada kelompok petani tertentu dan
wilayah proyek, sehingga dampaknya terhadap
produktivitas nasional relatif terbatas. Sebaliknya,
di Malaysia dan Thailand, integrasi GAP dengan
sistem sertifikasi ekspor dan insentif pasar
menciptakan dorongan ekonomi yang nyata bagi
petani untuk beradaptasi. Temuan ini menegaskan
bahwa GAP tidak dapat berdiri sendiri tanpa
investasi kebijakan pada penguatan kapasitas
petani kecil sebagai aktor utama produksi.

Ketidaksinkronan GAP dengan
Kebijakan Input dan
Pengawasan Lapang

Disparitas implementasi GAP juga tercermin
dalam kebijakan input produksi, khususnya subsidi
pupuk dan pengawasan lapang. Negara dengan
kapasitas fiskal relatif kuat seperti Indonesia dan
Vietnam masih mempertahankan subsidi pupuk
dalam skala besar, meskipun menghadapi
persoalan inefisiensi dan distorsi penggunaan input
(Villegas dan Mendoza 2015; Nie et al. 2022).
Sebaliknya, Thailand dan Malaysia mulai bergeser
ke pendekatan subsidi selektif dan peningkatan
efisiensi distribusi, sementara negara
berpendapatan rendah hanya mampu
menyediakan bantuan terbatas yang sering
bergantung pada donor internasional.

Pada saat yang sama, efektivitas pengawasan
lapang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis.
Negara daratan dengan topografi sulit seperti Laos,
maupun negara kepulauan besar seperti Indonesia
dan Filipina, menghadapi tantangan serius dalam
konsistensi inspeksi dan penegakan standar
(Saadah  2020; Yoshida 2022). Kelemahan
pengawasan tersebut berdampak langsung pada
rendahnya efisiensi teknis dan meningkatnya risiko
degradasi lingkungan akibat penggunaan input yang
tidak terkendali.

GAP, Perdagangan, dan
Kebocoran Nilai Tambah

Disparitas paling mencolok dalam
implementasi GAP muncul ketika dikaitkan dengan
kebijakan perdagangan dan hilirisasi. Negara
dengan akses maritim strategis, infrastruktur
logistik maju, dan basis industri pengolahan yang
kuat seperti pada Negara Thailand, Vietnam,
Malaysia, dan Indonesia yang memiliki kapasitas
lebih besar untuk mengonversi produksi primer
menjadi produk bernilai tambah tinggi. Sebaliknya,
negara landlocked seperti Laos atau negara dengan
instabilitas politik seperti Myanmar cenderung
mengekspor komoditas mentah dengan nilai
tambah rendah (Hara 2025).

Keterbatasan integrasi GAP dengan kebijakan
hilirisasi menyebabkan terjadinya kebocoran nilai,
di mana peningkatan ekspor tidak secara
proporsional meningkatkan kesejahteraan petani
maupun efisiensi sistem produksi domestik (Trakem
dan Fan 2024). Hal tersebut memperkuat argumen
bahwa GAP perlu diposisikan sebagai bagian dari
strategi rantai nilai, bukan sekadar standar
budidaya di tingkat hulu.

GAP dan Tantangan Efisiensi
Lingkungan

Meskipun hampir seluruh negara ASEAN
telah memasukkan sektor pertanian dalam
komitmen iklim melalui Nationally Determined
Contributions (NDC’s), kualitas implementasi
kebijakan lingkungan masih sangat timpang. Negara
dengan kapasitas statistik dan kelembagaan yang
kuat mampu menyusun inventarisasi emisi yang
relatif konsisten, sementara negara berpendapatan
rendah masih bergantung pada estimasi kasar dan
dukungan eksternal (FAO 2022).

Ketidaksinkronan antara GAP dan kebijakan
lingkungan  menyebabkan  praktik  budidaya
berkelanjutan sulit diinternalisasi di tingkat petani.
Sejalan dengan literatur, integrasi perdagangan
pertanian tanpa kesiapan institusional dan
implementasi kebijakan yang memadai berisiko
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meningkatkan tekanan lingkungan dan
memperlebar kesenjangan produktivitas antar
negara ASEAN (Anwar et al. 2024). Temuan
tersebut menegaskan bahwa efektivitas GAP sangat
bergantung pada integrasi lintas kebijakan, bukan

sekadar keberadaan standar formal.

Rekomendasi

Pertama, harmonisasi GAP di tingkat ASEAN perlu
diarahkan pada penguatan kapasitas implementasi,
bukan sekadar penyeragaman regulasi. Kerangka
GAP regional harus adaptif terhadap perbedaan
kapasitas fiskal, kelembagaan, dan sumber daya
manusia antar negara anggota.

Kedua, penguatan kapasitas petani kecil dan sistem
penyuluhan perlu diposisikan sebagai inti kebijakan
GAP. Investasi pada pelatihan berbasis praktik,
pendampingan berkelanjutan, serta integrasi GAP
dengan insentif pasar akan meningkatkan adopsi
dan keberlanjutan implementasi.

Ketiga, sinkronisasi GAP dengan kebijakan input
produksi dan pengawasan lapang harus diperkuat
melalui reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran
dan berbasis rekomendasi agronomis, serta
pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan
efektivitas monitoring.

Keempat, integrasi GAP dengan kebijakan
perdagangan dan hilirisasi perlu diperjelas agar
ekspansi ekspor diikuti oleh peningkatan nilai
tambah domestik dan penguatan rantai nilai
pertanian regional.

Kelima, penyelarasan GAP dengan kebijakan
lingkungan dan komitmen iklim harus diperkuat
melalui sistem monitoring, reporting, and
verification yang konsisten untuk mendorong
efisiensi teknis dan lingkungan pertanian ASEAN
secara simultan.

Kesimpulan

Disparitas implementasi Good Agricultural
Practices di kawasan ASEAN menegaskan bahwa
keberadaan regulasi dan standar regional belum
secara otomatis meningkatkan efisiensi teknis

maupun efisiensi lingkungan sektor pertanian. Kritik
utama terhadap pendekatan kebijakan saat ini
adalah kecenderungan menekankan harmonisasi
standar tanpa diiringi penguatan kapasitas
implementasi di tingkat petani dan kelembagaan
nasional. Dalam kondisi tersebut, GAP berisiko
menjadi instrumen administratif yang memenuhi
kepatuhan formal namun minim dampak
transformasional. Ketidaksinkronan GAP dengan
kebijakan input, pengawasan lapang, perdagangan,
dan lingkungan semakin memperlebar kesenjangan
kinerja antar negara. Tanpa koreksi terhadap
orientasi kebijakan yang terlalu normatif dan
kurang adaptif terhadap realitas struktural,
integrasi pertanian ASEAN justru berpotensi
mereproduksi inefisiensi dan ketimpangan sektoral.
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